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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. Berdasarkan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017  tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan 

Renja PD  terdiriatas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, 

penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum 

Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, 

dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja PD 

dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra 

PD), hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD 

tahun berjalan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap 

Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja 

selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan 

perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang 

sifatnya lebih operasional. Renja PD Kecamatan Gondokusuman Tahun 

2021 disusun berpedoman  pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 

11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 

2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 

105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 - 

2022. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan 

dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya 

Renja PD di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran 

kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2021. 
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1.2. Landasan Hukum 

Landasan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan 

dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan 

Gondokusuman Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);  

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 

tentang Rencana Kerja Pemerintah; 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114); 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Peraturan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 

i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta; 

k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022; 

l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang 

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk 

Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah; 

m. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk 

Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang 

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk 

Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;  

n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan 

Kelurahan Kota Yogyakarta; 

o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 

Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 

– 2022; 

p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2019 tentang Stándar 

Harga Jasa  Pada Pemerintah Kota Yogyakarta; 

q. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2019 tentang Stándar 

Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. 

 

1.3. Maksud danTujuan 

Penyusunan Renja PD Kecamatan Gondokusuman Tahun 2021 

dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi Organisasi 

Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan 

Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan 

tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta serta sebagai kunci keberhasilan 

strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, 

ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan masyarakat yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.  

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Kecamatan Gondokusuman Tahun 2021 ini adalah: 

a. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021 ke 

dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan 

output tahun 2021; 
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b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun 

Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara 

pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran 

Perangkat Daerah; 

c. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan 

daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pengendalian sampai dengan evaluasi. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan 

Gondokusuman Tahun  2021 dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksuddan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

 

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN LALU 

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah 

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 

3.3. Program dan Kegiatan 

 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

BAB V PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 

Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan 

Gondokusuman ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan 

Gondokusuman dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi 

realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD Kecamatan 

Gondokusuman serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. 

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun 

dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan 

ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang 

disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan 

APBD.  

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman Tahun 2021 

merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Adapun penyusunan Renja PD 

Kecamatan Gondokusuman Tahun 2021 memperhatikan beberapa unsur pokok yang 

merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai 

berikut: 

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta 

pengalokasiannya; 

b. Tujuan yang dikehendaki; dan 

c. Sasaran dan prioritas dalam mewujudkannya. 

Selain itu, penyusunan Renja PD Kecamatan Gondokusuman Tahun 2021 

juga memperhatikan hal sebagai berikut : 

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 sebagai entry point dalam 

penyusunan perencanaan tahun 2021; 

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga 

stabilitas dan konsistensi pembangunan 

Alokasi anggaran yang diterima oleh Kecamatan Gondokusuman menurut 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA 

SKPD) tahun 2019 adalah sebesar Rp. 6.512.035.419,00 untuk melaksanakan 4 

program dan 14 kegiatan yang mendukung sasaran strategis Perangkat Daerah. 

Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan 

realisasi anggaran Rp 5.992.605.436,67 atau sebesar 92,02%. Sedangkan untuk 

capaian strategis perangkat daerah dengan indikator kinerja utama adalah nilai 
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evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman mampu 

terealisasi sebesar 390,2 dari target 390 (100,05%). 

Secara detail pelaksanaan untuk program-program Kecamatan 

Gondokusuman Tahun 2019 dapat diberikan gambaran sebagi berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dalam rangka 

mendukung peningkatan kualitas kinerja Kecamatan Gondokusuman Kota 

Yogyakarta. Indikator kinerjanya adalah terwujudnya kelancaran administrasi, 

keuangan dan operasional perkantoran dengan target kinerja program sebesar 

100%. Program ini terdiri atas 2 (dua)  kegiatan yang berfungsi untuk mendukung 

pelayanan internal Kecamatan Gondokusuman dan bersifat rutin meliputi 

pelayanan administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran. Alokasi 

anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan ini sebesar Rp 99.331.000,00 

terealisasi sebesar Rp 859.585.058,00 (75,77%) dengan realisasi fisik sebesar 

100%. Rata-rata capaian kinerja keuangan dan fisik adalah sebesar 87,88% 

sehingga dapat dikatakan program berhasil karena kinerja tinggi. Anggaran yang 

tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 2 (dua) kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi  

Indikator output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan penyediaan 

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. Alokasi anggaran sebesar Rp 

99.331.000,00 terealisasi sebesar Rp 99.077.600,00 (99,74%) dengan capaian 

kinerja fisik sebesar 100%. 

b. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Indikator output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa, 

peralatan dan perlengkapan kantor.Alokasi anggaran sebesar Rp 

1.035.130.274,00 terealisasi sebesar Rp 760.507.458,00 (73,47%) dengan 

capaian kinerja fisik sebesar 100%. Efisiensi banyak dilakukan pada belanja 

ATK dan pengeluaran belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan. 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan dalam rangka 

mendukung peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang memadai. 

Indikator kinerjanya adalah terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana 

aparatur dengan target kinerja program sebesar 100%. Program ini dilaksanakan 

melalui 2 (dua) kegiatan yaitu pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor 

dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp 722.068.374,00 dan terealisasi sebesar Rp 668.089.415,04 

(92,52%) dengan realisasi fisik sebesar 99,64%. Rata-rata capaian kinerja 
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keuangan dan fisik adalah sebesar 96,08% sehinga dapat dikatakan program 

berhasil karena kinerja dalam kategori sangat baik. Anggaran pada program 

peningkatan sarana dan prasarana aparatur tersebut dialokasikan pada 2 (dua) 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/Bangunan Kantor 

Indikator output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pemeliharaan 

gedung/ bangunan kantor. Capaian kinerja fisik sebesar 99,29% dan capaian 

kinerja keuangan sebesar 94,87% atau Rp 600.548.077,79 dari alokasi 

anggaran sebesar Rp 633.042.374,00. 

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 

Indikator output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pemeliharaan 

kendaraan dinas operasional. Capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian 

kinerja keangan sebesar Rp 75,87% atau Rp 67.541.337,25 dari alokasi 

anggaran sebesar Rp 89.026.000,00. Kegiatan ini dapat melakukan efisiensi 

sebesar 24,13% karena pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan 

pemeliharaan kendaraan. 

 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan dilaksanakan dengan indikator meningkatnya pengembangan sistem 

pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 100%. Program ini dilaksanakan 

melalui 1 (satu) kegiatan yaitu penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian 

dan laporan capaian kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 

5.385.000,00 terealisasi sebesar Rp 5.379.000,00 ( 99,89%) dengan realisasi fisik 

sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja keuangan dan fisik adalah sebesar 

99,94% sehingga dapat dikatakan program berhasil karena kinerja sangat baik. 

 

 

4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayan Masyarakat Berbasis 

Kewilyahan Kecamatan Gondokusuman 

Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis 

kewilayahan Kecamatan Gondokusuman dilaksanakan dengan indikator nilai 

survey kepuasan masyarakat dan tingkat swadaya masyarakat. Untuk nilai survey 

kepuasan masyarakat pada tahun 2019 terealisasi sebesar 81,03 dari target 

sebesar 80,5 (100,66%). Sedangkan untuk tingkat swadaya dari target 12% 

mampu terealisasi sebesar 20,42% (170,16%).  

Progam ini dilaksanakan melalui 9 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 

4.650.120.771,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.459.551.963,63 atau sebesar 
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95,90% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja keuangan 

dan fisik adalah sebesar 97,95% sehingga dapat dikatakan program berhasil 

karena kinerja sangat baik. Anggaran pada program ini dialokasikan pada 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 

Gondokusuman 

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan 

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban sebesar 71,97%. Alokasi anggaran 

untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 200.225.500,00dan 

terealisasi sebesar Rp 117.108.800,00 atau sebesar 58,49%. Realisasi 

kegiatan yang rendah disebabkan karena adanya kendala waktu dan komitmen 

Kelompok Masyarakat pada program PTSL. 

b. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan 

Gondokusuman 

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan 

pelayanan informasi dan penagduan masyarakat sebesar 100%. Alokasi 

anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 55.090.594,00 

dan terealisasi sebesar Rp 55.090.594,00 atau sebesar 100%. 

c. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan sosial 

dan budaya masyarakat sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan 

kegiatan ini adalah sebesar Rp 430.582.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 

428.721.500,00 atau sebesar 99,57%.  

d. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan 

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan 

ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kelurahan Demangan sebesar 

100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 

516.925.000.00 termasuk DAU Tambahan sebesar Rp 352.941.000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp 509.941.000,00 atau sebesar 98,65%. 

e. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru 

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan 

ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kelurahan Kotabaru sebesar 100%. 

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 

527.043.000.00 termasuk DAU Tambahan sebesar Rp 352.941.000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp 522.732.100,00 atau sebesar 99,18%. 

f. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren 

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan 

ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kelurahan Klitren sebesar 100%. 

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 
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500.391.474,00 termasuk DAU Tambahan sebesar Rp 352.941.000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp 471.322.200,00 atau sebesar 94,19%. 

g. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro 

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan 

ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kelurahan Baciro sebesar 99,64%. 

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 

530.998.308,00 termasuk DAU Tambahan sebesar Rp 352.941.000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp 484.814.100,00 atau sebesar 91,30%. 

h. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban 

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan 

ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kelurahan Terban sebesar 100%. 

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 

559.415.225,00 termasuk DAU Tambahan sebesar Rp 352.941.000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp 548.346.000,00 atau sebesar 98,02%. 

i. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 

Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya pembangunan 

wilayah dan pembinaan perekonomian masyarakarat sebesar 100%. Alokasi 

anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.329.449.170,00 

dan terealiasi sebesar Rp 1.321.475.669,63 atau sebesar Rp 99,40%. 

Capaian indikator kinerja keseluruhan di Kecamatan Gondokusuman telah 

optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 

97,92% dan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 92,02% sehingga dapat 

dikatakan dalam kategori sangat baik. 

Gambaran capaian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 

2019 dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah secara ringkas tercantum 

pada tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang merupakan 

hasil evaluasi melalui SIM Evaluasi Renja 2019 sebagai berikut :
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersinggungan langsung dengan 

masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi utama diantaranya adalah 

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kecamatan merupakan garda 

terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga Kecamatan dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan mengacu pada Standar 

Pelayanan Minimal (SPM)  untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta 

Indikator Kinerja kunci (IKK). OPD Kecamatan Gondokusuman belum memiliki tolak 

ukur SPM dan indikator kinerja yang akan diuji sehingga tolak ukur kinerja dan 

indikator pelayanan dilakukan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Layanan 

Masyarakat.  

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat diukur melalui Survey Kepuasan 

Masyarakat (SKM) yaitu dengan pengisian kuesioner pada OPD pemberi layanan 

langsung kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun sekali. Dalam hal ini 

masyarakat yang datang ke OPD Kecamatan Gondokusuman melalui PATEN 

(Pelayanan Terpadu Kecamatan) diminta untuk mengisi kuesioner terkait kualitas 

pelayanan yang diberikan. 

Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan pada OPD Kecamatan 

Gondokusuman yang mengelola kegiatan PATEN telah memiliki standar pelayanan, 

antara lain persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu dan biaya pelayanan. 

Selain itu, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan juga telah 

disediakan seperti loket, meja pendaftaran, tempat pemrosesan berkas, tempat 

penyerahan dokumen, tempat pengolahan data dan informasi, ruang foto, tempat 

penanganan pengaduan, dan ruang tunggu serta toilet. 

Pemberian pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standar 

Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang telah 

disusun. Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam pelayanan telah 

dilengkapi sarana teknologi yang memadai seperti komputer, jaringan internet, WIFI 

gratis serta perangkat pendukung lainnya. Kemudian pada ruang tunggu juga 

tersedia pojok literasi, arena bermain anak, TV, koran harian lokal, makanan kecil 

dan juga ruang laktasi.  

       Selengkapnya lihat Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD terlampir.
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2010 tentang  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

disebutkan bahwa Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki 

pesyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif Kecamatan 

Gondokusuman telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota 

Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 di 

bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi 

dengan adanya Standar Pelayanan Pubik (SPP). Sedangkan untuk persyaratan 

teknis telah terpenuhi dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung 

pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas 

pelayanan baik dari pegawai Kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan. 

Kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator 

keberhasilan Perangkat Daerah, demikian juga dengan di Kecamatan. Masyarakat 

menilai kinerja Kecamatan dari kualitas pelayanan yang diberikan. Capaian indikator 

untuk program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis 

kewilayahan Kecamatan Gondokusuman pada tahun 2019 adalah sangat baik, yaitu 

dengan nilai survey kepuasan masyarakat tercapai 100,66% dan tingkat swadaya 

masyarakat tercapai 170,16%. 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman 

sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan eksternal. Kualitas sumber daya 

manusia yang relatif memadai, dukungan anggaran, komitmen bersama, motivasi 

kerja dan suasana kerja yang kondusif, tersedianya sarana dan prasarana, koordinasi 

dan komunikasi yang baik di lingkungan Kecamatan dan instansi terkait, serta 

kejelasan kewenangan, struktur organisasi dan tata kerja serta rincian tugas instansi 

merupakan faktor internal  yang sangat mendukung. Selain itu masukan, saran, kritik 

dan partisipasi serta dukungan masyarakat sebagai faktor eksternal juga sangat 

berperan dalam keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan 

masyarakat di wilayah Kecamatan Gondokusuman. 

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi 

Kecamatan Gondokusuman yaitu berkaitan dengan adanya penyaluran Dana 

Kelurahan pada tahun 2019 yang dikelola oleh Kelurahan mengakibatkan anggaran 

Kelurahan bertambah besar sedangkan personil di Kelurahan sangat terbatas baik 

dari segi jumlah maupun kompetensinya. Hal ini menjadi timpang ketika pengelolaan 

anggaran yang begitu besar tidak diikuti dengan SDM yang memadai. Selain itu 

beberapa Seksi di Kecamatan juga tidak memiliki staf karena selama tahun 2019 tidak 

ada penambahan SDM, sehingga beban kerja menjadi lebih berat.  
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Kondisi-kondisi tersebut diatas jelas akan mempengaruhi kinerja Perangkat 

Daerah dalam mewujudkan visi melalui misinya. Program keja Perangkat Daerah 

Kecamatan Gondokusuman dalam pelaksanaannya akan memerlukan SDM dengan 

kuantitas dan kualitas yang baik serta dukungan dan partisipasi masyarakat. 

Meskipun demikian  visi dan misi dapat dilakukan walaupun dengan perjuangan yang 

lebih berat.  

Guna untuk mendukung peningkatan pencapaian visi dan misi Pemerintah 

Daerah terdapat beberapa peluang, diantaranya adalah : 

 

a) Kerjasama antar instansi yang terjalin dengan baik; 

b) Otonomi dan globalisasi mendorong peningkatan kualitas aparatur; 

c) Kemajuan teknologi informasi yang pesat; 

d) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak Swasta melalui Corporate 

Social Responsibility (CSR) nya; 

e) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi melalui 

Lembaga Pengabdian Masyarakat nya; 

f) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; 

g) Ketersediaan Aparatul Sipil Negara sesuai dengan Anjab; 

h) Kelancaran akses koordinasi dan informasi; 

i) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai; 

j) Peningkatan kesejahteraan pegawai. 

 

Sedangkan beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu: 

a) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima birokrasi; 

b) SDM yang berkualitas mutasi ke instansi lain dan pensiun; 

c) Anggaran daerah yang terbatas; 

d) Era reformasi dan milineal  mendorong masyarakat semakin kritis; 

e) Tuntutan keterbukaan informasi  dan  akuntabilitas publik semakin tinggi; 

f) Mewujudkan tatanan era new normal di berbagai bidang terkait wabah 

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19); 

g) Kelembagaan Kemantren terkait pengelolaan Dana Keistimewaan. 

 

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 antara 

lain : 

a.   Isu strategis Infrastuktur dan Tata Ruang 

1. Pembangunan berbasis Kampung dengan dijiwai semangat dan nilai-nilai 

Gerakan Segoro Amarto dan Gandeng Gendong. 
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2. Agenda Sustainable Development Goals yang merupakan kelanjutan dari 

Millinium Development Goals ( MDGs) 

3. Ruang Terbuka Hijau 

4. Permukiman tidak layak huni 

5. Konsep M3K (Mundur, Munggah, Madep Kali) 

6. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedestrian 

b.  Isu strategis Pariwisata dan Budaya 

1. Pengembangan kampung-kampung wisata 

2. Memperkuat budaya kearifan lokal di masyarakat 

3. Pengembangan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung 

pariwisata, baik budaya, seni, kuliner 

c.  Isu strategis Ekonomi 

1. Revolusi Industri 4.0 

2. Koperasi dan UMKM 

3. Pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan lele cendol, lorong sayur dan 

aquaponics 

d.  Isu strategis Sosial 

1. Penanganan afirmatif gender (kemiskinan, lansia, perempuan, difabel) melalui 

Program Gandeng Gendong yang melibatkan 5K (Kota, Korporasi, Kampus, 

Kampung dan Komunitas) 

2. Penyadaran dan edukasi masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada 

e.  Isu strategis Lingkungan 

1. Perlindungan ketersediaan air 

- terpeliharanya imbuhan air tanah melalui pembangunan biopori, sumur 

peresapan 

- pengendalian pencemaran air tanah 

2. Pengolahan Sampah Mandiri 

3. Mitigasi dan penanggulangan kebencanaan  

4. Membangun perilaku ramah lingkungan 

f. Isu strategis Keluarga  

1. Pola Asuh Anak 

2. Dasa wisma 

g. Isu strategis Apatur Sipil negara  

1. Reformasi birokrasi 

2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 

3. Keterbukaan Informasi Publik 
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2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Pada rancangan awal RKPD pagu anggaran indikatif untuk OPD Kecamatan 

Gondokusuman tahun 2021 adalah Rp 12.825.532.940,00. Pagu indikatif tersebut 

sudah termasuk  pagu anggaran gaji dan TPP perangkat daerah 2021.  

Setelah melalui diskusi pada proses musyawarah perencanaan pembangunan 

(Musenbang) tahun 2020 untuk kegiatan tahun 2021 telah dirumuskan berdasarkan 

skala prioritas, tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan maka tersusun usulan pada 

Rencana Kerja Perangkat Daerah  Kecamatan Gondokusuman tahun 2021. 

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara 

rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar 

perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta 

kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan 

rancangan awal ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi serta 

kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi 

rancangan kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam tabel. 

2.3
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Usulan program/kegiatan yang dibahas dalam musrenbang mekanismenya 

diawali dari penggalian gagasan di tingkat Kelurahan (pra musrenbang) yang 

melibatkan unsur tokoh masyarakat (LPMK, Ketua RT/RW/Kampung, tokoh pemuda, 

unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan 

program/kegiatan yang kemudian dibawa ke forum musrenbang Kelurahan berlanjut 

sampai dengan musrenbang Kecamatan dan menghasilkan skala prioritas program/ 

kegiatan.  

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja melalui 

mekanisme Musrenbang sesuai dengan kebutuhan riil. Sehubungan dengan 

keterbatasan pagu anggaran OPD Kecamatan dalam kegiatan, usulan yang dapat 

direalisasikan adalah usulan yang bersifat koordinasi, sosialisasi dan pemberian 

fasilitasi yang akan ditampung dalam program pelayanan masyarakat berbasis 

kewilayahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada OPD yang membidangi 

sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tampilan usulan program dan kegiatan 

masyarakat dapat dilihat dalam tabel. 2.4.
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 17 Tahun 

2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan adalah sebuah 

perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan 

umum. Hal ini adalah amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan sebagian 

kewenangan bupati/walikota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan 

pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan 

langsung dengan masyarakat. 

Kecamatan Gondokusuman sebagai salah satu Perangkat Daerah di 

lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

sesuai dengan kebijakan nasional tentang pemerintah daerah. Sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa ruang 

lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana 

Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan 

bagi seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Daerah dalam 

menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai 

secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran 

pembangunan daerah, peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan 

pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia serta infrastruktur dalam pengembangan pembangunan perekonomian 

secara strategis. Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman berupaya agar 

program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Kecamatan 

Gondokusuman  sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

nasional serta program dan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta. 

Tema pembangunan nasional berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah 

2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, dengan 4 

(empat) fokus yaitu: 

1. Pemulihan ekonomi untuk sektor industri, pariwisata dan investasi; 

2. Reformasi sistem kesehatan nasional; 

3. Reformasi sistem jaringan pengaman sosial; 

4. Reformasi sistem ketahanan bencana. 
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dengan 7 (tujuh) prioritas nasional sebagai berikut: 

1. Penguatan ketahanan ekonomi; 

2. Pengembangan wilayah; 

3. Peningkatan SDM; 

4. Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 

5. Penguatan infrastruktur;  

6. Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta 

perubahan iklim; 

7. Stabilitas politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan 

publik. 

Adanya pademi covid-19 telah menimbulkan dampak besar terhadap 

pembangunan nasional sehingga arah kebijakan nasional pada tahun 2021 

adalah untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Mendasarkan pada arah kebijakan 

nasional tersebut, maka baik Pemerintah Provinsi DIY maupun Pemerintah 

Kota Yogyakarta telah menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional untuk 

pelaksanaan pembangunan di daerah tahun 2021. 

 

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 

2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan keempat Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta adalah ”Meneguhkan Kota 

Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang 

Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak Pada 

Nilai Keistimewaan”. Untuk mencapai visi Kota Yogyakarta tersebut, 

dirumuskan tujuh misi pembangunan, yaitu 

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat 

2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta 

3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta 

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya 

5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan 

6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman 

7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih 

Mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah 

ditetapkan, tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Gondokusuman 

tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

Tujuan : 

Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan 

Gondokusuman 

 



III - 3 
 

Sasaran : 

Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman 

meningkat 

Strategi : 

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 

Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 

Kebijakan: 

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik 

b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan 

c. Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 

 

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 

Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 

serta hasil review renstra maka tidak ada perubahan target kinerja. Namun ada 

perubahan pada indikator program yaitu tingkat swadaya masyarakat menjadi 

angka swadaya murni, dan penambahan indikator program yaitu jumlah 

pelanggaran Perda. Target kinerja tahun 2021 pada masing-masing indikator 

adalah sebagai berikut : 

 

Sasaran Perangkat 

Daerah 

Program Perangkat 

Daerah 
Indikator Target 

Tingkat 

perkembangan 

pembangunan 

Kemantren 

Gondokusuman 

meningkat 

 Nilai evaluasi 

perkembangan 

pembangunan 

Kemantren 

Gondokusuman 

400 

 Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik 

Nilai Survey Kepuasan 

Masyarakat 

81,5 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan 

Angka Swadaya Murni Rp 4.831.000.000 

Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Jumlah Pelanggaran 

Perda 

300 

 

 

 

 



III - 4 
 

3.3 Program dan Kegiatan 

Berdasarkan Permendagri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang ada di Kecamatan 

Gondokusuman tahun 2021 terdiri dari 4 program dan 9 kegiatan, yaitu 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Terdiri dari kegiatan : 

a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

b. Administrasi Keuangan 

c. Administrasi Umum 

Total pagu indikatif untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

adalah sebesar Rp 7.488.511.807,00, terdiri dari Rp 6.260.000,00 untuk 

kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Rp 

5.763.638.440,00 untuk kegiatan Administrasi Keuangan dan Rp 

1.718.613.367,00 untuk kegiatan Administrasi Umum. 

 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

Terdiri dari kegiatan : 

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat 

Kecamatan 

b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 

Total pagu indikatif untuk program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik adalah sebesar Rp 631.380.068,00 terdiri dari Rp 

157.264.500,00 untuk kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di tingkat Kecamatan, Rp 103.980.000,00 untuk kegiatan 

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dan Rp 

370.135.568,00 untuk kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat. 

 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

Terdiri dari kegiatan : 

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

Total pagu indikatif untuk program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan adalah sebesar Rp 4.519.839.133,00 dan digunakan untuk 

kegiatan pemberdayaan Kelurahan sebesar Rp 4.519.839.133,00. 
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4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Terdiri dari kegiatan : 

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada 

Total pagu indikatif untuk program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 

Umum adalah sebesar Rp 213.634.932, terdiri dari Rp 177.634.932,00 untuk 

kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum, dan Rp 36.000.000,00 untuk kegiatan Koordinasi Penerapan dan 

Penegakan Perda dan Perkada. 

 

Pagu indikatif pada penyusunan program dan kegiatan tahun 2021 

mengikuti kebijakan nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses 

penyusunan rencana kerja perangkat daerah Kecamatan Gondokusuman tahun 

2021 yaitu untuk percepatan pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi 

covid-19. Sehingga dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah 

Kecamatan Gondokusuman tahun  2021 kegiatan diprioritaskan untuk 

penanganan covid-19 yang berdampak langsung kepada pemulihan sosial dan 

ekonomi masyarakat, serta memprioritaskan kembali kegiatan yang tertunda 

pada tahun 2020 akibat dampak covid-19 sesuai dengan tingkat urgensinya. 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, Perangkat Daerah 

memerlukan Rencana Kerja dan Pendanaan. Rencana Kerja dan Pendanaan 

Kecamatan Gondokusman dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 



IV - 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - 18 
 

 

 



 
V-1 

   

BAB V 

PENUTUP 

 

Proses demokrasi pembangunan telah menempatkan masyarakat sebagai 

pelaku utama proses pembangunan, sedang peran pemerintah lebih bersifat 

sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Perubahan paradigma pembangunan 

tersebut mengubah peran masyarakat dalam proses pembangunan dan yang 

bersifat partisipasi masyarakat menjadi prakarsa masyarakat. Dengan demikian, 

Kecamatan Gondokusuman sebagai ujung tombak pemerintahan di Daerah 

merupakan posisi yang sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat 

dibidang pembangunan secara berkelanjutan.  

Rencana Kerja Perangkat Daerah  Kecamatan Gondokusuman ini 

merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan yang akan 

dilaksanakan oleh Kecamatan Gondokusuman pada tahun 2021 dan 

pelaksanaannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan 

masyarakat di Kota Yogyakarta, khususnya Kecamatan Gondokusuman. Dengan 

demikian, Renja PD ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat 

dinamis, sepanjang proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara efisien, 

tepat sasaran dan berdaya guna, dan berhasil guna serta sesuai dengan Visi dan 

Misi pertama Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan.  

Dalam proses pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat 

perlu dukungan  masyarakat dan stake holder lainnya, untuk itu Kecamatan 

Gondokusuman perlu lebih mendorong peran serta aktifnya dan bukan pemerintah 

Kecamatan yang berperan utama dalam proses ini. Untuk mewujudkannya 

diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

program secara intensif dan terintegrasi. Kecamatan Gondokusuman juga dituntut 

secara proaktif meningkatkan peran komunikasi dan koordinasinya dengan 

masyarakat, instansi Pemerintah Pusat dan OPD terkait, serta keberanian untuk 

mengambil peran strategis sesuai dengan tugas Kecamatan sesuai Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian 

Kewenangan Walikota Yogyakarta Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian 

Urusan Pemerintah Daerah agar tatanan penghidupan masyarakat lebih meningkat, 

berimbang, demokratis dan adil. 
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Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondokusuman ini 

disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 

2021.  

 

 Yogyakarta, 

 CAMAT GONDOKUSUMAN 

 

 

            GURITNO, AP 

NIP. 19750710 199501 1 002 
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